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PROSES PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN DI LEMBAGA LEGISLATIF

Tahap Pengusulan (Inisiatif/Prakarsa)

Pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dinyatakan sah dan diberlakukan apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dan sesuai dengan prosedur pembentukan dan penetapan/pengesahannya oleh lembaga/pejabat yang diberi kekuasaan atau wewenang oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan untuk membentuk atau mengeluarkan peraturan perundang-undangan. 


Pembentukan peraturan perundang-undangan (Undang-undang atau Perda), dilakukan melalui prosedur yaitu rancangan peraturan perundang-undangan disampaikan oleh pemrakarsa (lembaga/pejabat yang diberi wewenang ) kepada lembaga/pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan, dan dilakukan pembahasan bersama untuk mendapatkan persetujuan bersama dan selanjutnya ditetapkan atau disahkan. 

Prosedur penyampaian RUU atau Rancangan peraturan perundang-undangan oleh Pemrakarsa (DPR, DPD, Presiden, DPRD Provinsi/kabupaten/Kota, Gubernur, Bupati dan Walikota, Menteri/kepala Lembaga Pemerintah Non departemen), memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. RUU baik  yang berasal dari DPR, Presiden maupun dari DPD disusun berdasarkan program legislasi nasional.

2. RUU yang diajukan oleh DPD adalah RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

3. Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan RUU di luar (non) Program legislasi nasional.

4. Dalam melaksanakan perintah UU Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan Negara.

5. Berdasarkan perintah/amanat UU atau peraturan perundang-undangan lain yang sederajat atau lebbih tinggi (Peraturan pemerintah kepeda Perpres) Menteri/Kepala lembaga Pemerintah Non Departemen memprakarsai penyiapan dan penyusunan peraturan pemerintah dan peraturan presiden untuk diusulkan penetapnnya kepada presiden.

6. Raperda dapat berasal dari DPRD atau Gubernur, atau Bupati/walikota, masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, atau Kota.

7. Raperda dapat disampaikan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidan legislasi.
Tahap Pembahasan Rancangan Praturan Perundang-undangan

Pembahasan RUU dilaksanakan di DPR. Pembahasan RUU di DPR dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi. Pembahasan RUU berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan suber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dilakukan dengan mengikutsertakan DPD. Keikutsertaan DPD dalam pembahasan RUU tersebut hanya pada rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. Keikutsertaan DPD dalam pembahasan RUU diwakili oleh komisi yang membidangi materi muatan RUU yang dibahas. Pembahasan bersama RUU dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan. Tingkat-tingkat pembicaraan yang dimaksud dilakukan dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna.


Ketentuan lebih lanjut menenai tata cara pembahasan RUU diatur dengan Peraturan Tata Tertib DPR. DPR memberitahukan DPD akan dimulainya pembahasan RUU. DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU tentang APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, agama. RUU dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPR dan Presiden. RUU yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPR dan Presiden. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali RUU diatur dengan Peraturan Tata tertib DPR.

Tahap Pengesahan/Penetapan Rncangan Peraturan perundang-undangan.


RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, disampaikan oleh DPR kepada Presiden untuk disyahkan menjadi UU. Penyampaian RUU sebagaimana dimaksud dilakukan dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. RUU tersebut disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari sejak RUU tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Dalam hal RUU tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lambat tiga puluh hari sejak RUU tersebut disetujui bersama, maka RUU tersebut sah dan wajib diundangkan. Dalam hal sahnya RUU dimaksud, maka kalimat pengesahannya berbunyi: undang-undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) UUD RI Than 1945”. Kalimat pengesahan ini harus dibubuhkan pad halaman terakhir UU sebelum pengundangan naskah UU ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
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